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Euthanasia apapun bentuknnya, dikategorikan sebagai tindak pidana pem-bunuhan, karena 
menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. Akan tetapi, dari beberapa faktor seperti keadaan 
pasien yang sudah tidak dapat disembuhan atau kondisi keuangan pasien, membuat euthanasia 
terpaksa dilakukan, yang dikenal dengan euthanasia pasif. Memaksa pasien dengan tetap 
menggunakan alat bantu hidup, sama halnya dengan penyiksaan, sehingga pengaturan mengenai 
euthanasia pasif adalah suatu keniscayaaan. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan 
permasalahan mengenai analisa yuridis praktik euthanasia pasif di ICU Rumah Sakit dalam 
perspektif hukum pidana di Indonesia dan konsekuensi yuridis pengaturan praktik euthanasia 
pasif di ICU Rumah Sakit dalam hukum pidana terhadap permohonan euthanasia oleh keluarga 
pasien di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan 
spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian ini adalah : (1) analisa yuridis praktik euthanasia pasif di ICU Rumah Sakit dalam 
perspektif hukum pidana di Indonesia, pada dasarnya dapat terjadi, antara lain karena : (a) dokter 
tidak lagi memberikan ban¬tuan medik untuk memperpanjang hidup pasien, (b) pasien menolak 
pengobatan, dan (c) dokter berinisiatif berbuat pasif, tanpa melakukan pengobatan. Dokter 
melakukan euthanasia pasif karena tindakan medik untuk pasien sudah tidak ada gunanya lagi. 
Apabila dokter tidak dapat membuktikan bahwa tindakan medik yang dilakukan su¬dah tidak ada 
gunanya lagi, maka dokter teran¬cam oleh Pasal 304 jo. Pasal 306 ayat (2) KUHP; (2) konsekuensi 
yuridis pengaturan praktik euthanasia pasif di ICU Rumah Sakit dalam hukum pidana terhadap 
permohonan euthanasia oleh keluarga pasien di Indonesia, atas hal tersebut dokter dapat dituntut 
berdasarkan Pasal 304 KUHP (pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling 
banyak Rp4.500,- rupiah), Pasal 306 KUHP (pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan, dan jika 
mengakibatkan kematian diancam pidana penjara paling lama 9 tahun), dan Pasal 531 KUHP 
(pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500). Akan tetapi, jika 
pihak keluarga telah menandatangani surat pernyataan untuk menghentikan perawatan bagi 
pasien dan meminta pasien untuk dibawa pulang, maka dokter tidak dapat dituntut secara hukum. 
Sebagai rekomendasi, maka perlu pengaturan euthanasia pasif dalam undang-undang kesehatan 
dan perlu koordinasi dengan pemerintah pusat/daerah terkait bantuan bagi pasien tidak mampu. 
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